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PERBEKEL SANGSIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGSIT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGSIT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Sangsit
serta  untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, periu menyusun Peraturarn Desa Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa,

b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyusunarn Peraturan D1 Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat [l dalam
wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

.~ Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 tahun 2017 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor
6),
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGSIT
dan

PERBEKEL SANGSIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9 Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

4. Perbekel adalah Perbekel Desa Sangsit.

5. Perangkat Desa adalah unsur stat yang membantu Perbekel dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagail pelaksana

tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem

dalam kelembagaan dalam mengatur tugas dan fungsi serta hubungan kerja

Pemerintah Desa.
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BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2
(1) Pemernintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
() Perangkat Desa Sangsit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sckretarnaat Desa;
b. Kelian Banjar Dinas; dan
c. Pelaksana Teknis.
(3) Perangkat Desa Sangsit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan

sebagal unsur pembantu Perbekel.

Pasal 3
Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
(1) Sekretanat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurut b
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
urusan yaitu :
a. Urusan Tata Usaha dan Umum,;
b. Urusan Keuangan, dan
c. Urusan Perencanaan;

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Kepala Urusan.

Pasal 5
(1) Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
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(4)  Jumlah Kelian Banjar Dinas schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

AtAs
& hehan Banjar Dinas Tegal;
b. Kehan Banjar Dinas Celuk:
€. Kelhian Banjar Dinas Sema:
d Kelhan Banjar Dinas Peken:
¢ Kehan Banjar Dinas Beji;
. Kelian Banjar Dinas Abasan:dan
£ Kehan Banjar Dinas Pabean Sangsit.

(3) Tugas-tugas Kelian Banjar Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
seria tugas lainnya yang diberikan oleh Perbekel berdasarkan hak asal
usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 6
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ¢
merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas
operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
scks) yaitu
a. Scksi Pemenntahan;
b. Seksi Kesejahteraan; dan
¢. Seks: Pelayanan.
(3) Masing-masing scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Kepala Scksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 7
(1) Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penvelenggaraan Pemenntahan Desa.
(2) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

pembangunan, pem binaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masvarakat, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemernintah dan/atau
Pemerintah Daerah
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(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel
memilik: fungs: fungsi sebaga: bernkut:
a Menvelenggarakan Pemernintahan Desa, seperti .
1. Tata praja Pemernintahan;
Penetapan peraturan di desa,
Pembinaan masalah pertanahan;
Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
Administrasi kependudukan;
Penataan dan pengelolaan wilayah;

Penyusunan profil desa; dan

© ® N 0 s w W

Pencegahan dan penanggulangan bencana.
b. Melaksanakan pembangunan di desa, seperti
1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan,
2. Pembangunan bidang pendidikan; dan
3. Pembangunan bidang kesehatan.
c. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti :
. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
Peningkatan partsipas) masyarakat,
Pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat;
Pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat; dan

Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

d. Pemberdavaan Masyarakat, sepert :
. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di

S

bidang kebudayaan dan kesenian,;
2. Usaha peningkatan ekonomi masyarakat;
3 Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
4 Peningkatan kesadaran dan peran serta masysarakat dalam bidang

kebersihan dan lingkungan hidup;
5. Kegatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan

6 Mengembangkan peran serta orgamsasi di bidang kepemudaan,
olahraga, dan karang taruna.
Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.
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(1)
(<)

(3)

(1)
(2)

(3)

Pasal 8

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

Sekretanis Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi
pemernintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana vang dimaksud pada ayat (2),

Sekretans Desa mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

Surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi  dan
pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Perbekel,
administrasi penghasilan Perangkat Desa, administrasi tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa, administrasi keuangan lembaga
pemerintahan desa lainnya, dan pengadministrasian
pertanggungjawaban keuangan desa.

d. Melaksanakan wurusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa, serta penyusunan laporan Perbekel.

Pasal 9

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
Kepala urusan bertugas membantu Sekretans Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan/atau

Sekretans Desa
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala

urusan mempunyal fungsi:
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(1)
(2)

(3)

@ Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungs: seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan sepert: tata naskah, administrasi
Surat menyurat, arsip, dan ckspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penviapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan
pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
kKeuangan, administrasi penghasilan Perbekel, administrasi penghasilan
Perangkat Desa, administrasi tunjangan Badan Permusyarawaratan
Desa, administrasi keuangan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan
pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.

€. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan

fasihitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta penyusunan laporan

Perbekel.

Pasal 10

Kepala Seksi berkedudukan sebagal unsur Pelaksana Teknis.
Kepala seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas

operasional, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Seks: mempunvya) fungsi:

a Kepala Scks: Pemenntahan mempunyai fungsi :

] Melaksanakan manajemen tata Praja Pemerintahan;

Menvusun rancangan regulasi di desa;

&

3 Pembinaan masalah pertanahan;

4 Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
S

Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
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Pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan
catatan sipil;

7. Penataan dan pengelolaan wilayah;
pendayagunaan Profil Desa; dan

8 Pendataan, penyusunan, dan
pencegahan dan penanggulangan

9 Pembinaan dalam rangka

bencana.
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi ;

1 Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik perde

" Pembinaan dan pembangunan di bidang pendidikan;

2
3 Pembinaan dan pembangunan di bidang kesehatan;
4

. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di

bidang seni dan budaya;

5. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di

bidang ekonomi;
6. Pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta ma
keindahan, pertamanan, dan pen

syarakat di

bidang kebersihan, ingkatan
kualitas lingkungan hidup;

aan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat

7. Pembin
dalam bidang politik dan kesatuan bangsa;
pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

8. Pembinaan dan
asi di bidang karang taruna, kepemudaan, dan

9. Pembinaan organis
olah raga.
Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi ;

1 Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak

dan kewajiban masyarakat;
Melaksanakan kegiatan peningkatan usaha swadaya murni, gotong

royong, dan partisipasl masyarakat;

Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat;

bembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan,

nventarisasi dan pemeliharaan aset desa; dan

e

_ Penyelenggaraan pelayanan perijinan.

Pasal 11

(1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur satuan tugas

kewilayahan.

T
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(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

Kelian Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan
tugas-tugas kewilayahan di wilayah Banjar Dinas masing-masing, dan

tugas lain vang diberikan oleh Perbekel.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Kelian

Banjar Dinas memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya

periindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan mobilitas kependudukan;

c. Penataan dan pengelolaan wilayah;

d. Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan
sipil;

e. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana;

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta

peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin,

mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab

kepada Perbekel.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada

Perbekel melalui Sekretans Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada

Perbekel.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kelian Banjar Dinas bertanggung jawab

kepada Perbekel.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
(1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, perangkat desa yang menjabat
sebelum ditr:tapkannya Peraturan Desa ini dipindahkan pada jabatan baru

sesual dengan ketentuan nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang diatur

dalam Peraturan Desa inj menurut kemampuan, keahlian, dan

pengalaman Kerja, atau letap pada jabatan semula yang memiliki

nomenklatur jabatan Perangkat Desa yang sama sesuai dengan yang diatur
dalam Peraturan Desa ini.

(2) Pemindahan pada jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa in1 dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sangsit.

Ditetapkan di Sangsit

Diundangkan di Sangsit

P/?.d anggal 21 Desember 2017
“SBRRTT RINDESA SANGSIT
7
e oSl \,
KESUT poHH NURATMAJA
NS £
Lﬁ ; ‘N DESA SANGSIT TAHUN 2017 NOMOR 3
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LAMPIRAN PERATURAN DESA SANGSIT

NOMOR 3 TAHUN 2017
TANGGAL 20 Desember 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

DESA

e ——

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SANGSIT

PERBEKEL
SEKRETARIS DESA
KEPALA Lo | | KEPALAURUSAN | | KEPALA URUSAN
s KEUANGAN PERENCANAAN
UMUM
KEPALA SEKS KEPALA SEKSI KEPALA SEKS
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN
[ KELIAN BANJAR DINAS KELIAN BANJAR DINAS KELIAN BANJAR DINAS KELIAN BANJAR DINAS
TEGAL CELUK SEMA PEKEN
KELIAN BANJAR DINAS KELIAN BANJAR DINAS KELIAN BANJAR DINAS
B ABASAN PABEAN SANGSIT
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J i a ]
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Nomor | S'PERBEK.SST/X1/2017
Nomor = OR/BPD SST /X172017

kI SEPAKATAN BERSAMA PJ. PERBEKFI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGSI|
ITENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH (SOTK) DESA

Pada han ini Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang

bertanda tangan di bawah ini
| MADE SUTIASTAWA, S .H. . Pj. Perbekel Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

2. KOMANG SUDARMA, S.Pd. - Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Sangsit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

| PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sangsit tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa yang diajukan oleh PIHAK
PERTAMA.

2. PIHAKR PERTAMA dapat menernma dengan bailk pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Cq. Kabag Hukum untuk mendapat
evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemenntah (SOTK) Desa selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

//

/  KEDUA

f J

:- aﬁﬁixqﬁ& )IML
a \ L’ )ARMA S.Pd.

R -
H#FC SF“P.

7 Jii‘

“‘e

glﬂﬂk
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DAFTAR HADIR

(SOTK) DESA.

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
IENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

m———————

ACARA
DESA
PEMERINTAHAN
NDESA SANGSITT
KFCAMATAN SAWAN
[ ANGOAL IS NOVEMBER 2017
fwn' N&MA

JABATAN

TANDA TANGAN
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diteruskan Instruksi / Info, masi AH DESA

Bapak Bupat No . o/ 933 / 1k /201F .

Bapak Sekda ang sSusunan
ket SK sudah dikoreksi, oL : ¥ - Nopewbel - 20§ - agar thidak
tuk lanyut! mohon :langan varng

tanda tangan Bapak th Desa maka

14 avat (1)
tentang Tata

naksud huruf
‘?}ﬁ lfﬂng tentang

Desa Sangsit
N o itah Desa:

o q Pembentukan
aerah Tingkat
ur (Lembaran
2, Tambahan

Pembentukan
ara Republik
Jaran Negara

s
i N sa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

5 Peraturan Pemenntahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

]
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PENETAPAN HA:
TENTANG SUS

pimbang : a. bahwa Rancan

erl -
Periu - dilakukan evalygg; Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)

Eeraturan Bupati Buleleng Nomor 42 tahun 2015 tentang Tata
ara Penyusunan Peraturan di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang
Penetapan Hasil Evaluas; Rancangan Peraturan Desa Sangsit
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah- Daerah T ingkat
I Bali, Nusa Tenggra Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peratyran

b
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Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- _Hﬂm“" 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

”—A‘;'mbar&n Neg;r:npgé_!" n:ang Nomor 6 Tahun 2014 tentang IT

Tambahan Lfmbarar; EU ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
't f¥€gara Republik Indonesia Nomor 5717},

7. Peraturan B
dpan BU]"—']"’“E Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penv
Bulel ~usunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten
€ieng Tahun 2015 Nomor 42)-

MEMUTUSKAN -

gSATU : :‘IEI::;apkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sangsit
€ntang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemenntah Desa,

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

EDUA : Perbekel bersama Badan Permu svawaratan Desa segera
melakukan Pényempurmnaan dan penvesuaian terhadap Rancangan
Pergturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa. sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
keputusan ini:

ETIGA - Apabila Perbekel dan Badan Permusvawaratan Desa tidak
menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Sangsit tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, maka Peraturan

Desa dapat dibatalkan:

KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

\2LH ELENG,

¥ PL 'S SURADNYANA i

-e
m‘sﬂﬂ disampaikan kepada :

Yl*‘- ) |
- | 'NSpektur Kabupaten Buleleng.
¢ Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
Kepala Baglan Hukum Sekretanat Daerah Kabupaten Buleleng

Camat vanne haceamabatan nntiik ditindak laniun
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li'[h”‘ AN KNEPUTUS AN HUF"\][ [
NOMOR b SULELENG

| }‘{.-\'SIL EVALUASI RANCANGAN
ORGANIS 1y DESA ¢ T TENTANG SUSUNAN
Al DAN  TATA KERJA PEMERINTAH

~ARI SEGI PENULISAN

, penulisan Peraturan Desg Menggunak
na T " )
ranpa penebalan huryf an jemis Huruf “Bookman old style

) Format Penulisan Kop Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2015
Desa.

3. Ditambahkan Frase BAB ] pada batang tubuh hara

4 Frase Penulisan pada Pasal 3, Pasal 5 Pasal
disempurnakan sesuai koreksi

Dea; S il -
’eSa agar disesuaikan dengan Peraturan
éentang Tata Cara Penyusunan Peraturan

p disempurnakan.
9, Pasal 10, dan Pasal 11 harap

\PU LELENG,

¥ PUTU A URADNYANA &
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BERITA ACARA

Nomor . |G ,p RBEK SST/X112017
Nnmnr.(:?'HPI} SHST 7X11/2017

SFPAKATAN BERS. ,
Kl AN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERM? 'ISYAWARATAN DESA
DESA SANGSIT
TENTANG

PENETAF ,,;,: IR:\%_J(_‘ANMN Pp‘.RATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
ATA KERJA PEMERINTAH (SOTK) DESA MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Pylyh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang

hertanda tangan di bawah inj -

. PUTU ARYA SUYASA. . Perbekel Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. KOMANG SUDARMA, S.pd. - Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Sangsit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah  turunnya Surat Keputusan Bupati Nomor 140/933/HK/2017 tentang Penetapan Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sangsit Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
(SOTK) Desa, Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut

. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan
Peraturan Desa Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah (SOTK) sesuai dengan hasil

evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud
kepada PIHAK KEDUA.,

PIHAK KEDUA menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA.

' PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisas) Dan Tata Kena Pemerintah (SOTK) yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil

cvaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

F.J

PIHAR PERTAMA sclambat — lambatnya 7 (tujuh hari) setelah ditanda tanganinya kesepakatan
ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata

hena Pemenntah (SOTK ) menjadi Peraturan Desa.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua)
untuk dapat dipergunakan schagaimana mestinya

Scanned by TapScanner



\ARA Pl MBAHASAN DAN b

> ) “t\‘{i\fl fEN.J N
prSA ADI PERATURA
K AMATAN : SAWAN N DESA
[ ANGGAL - 20 DESEMBER 207

NO NAMA IR B

l
. ‘\1 !Hﬂg QL}:::

I 1 NIOHM _juéqr&_,
» *f‘ /““‘f ({ch, ’

e —

— =

5 !. BT Dop i ”UMTM\ﬁﬂ

T weyan Sl
!
| 7 #AfH ACcts CH8 R

10 /‘C(f‘w‘ £« a

17 t |
. . L.;"-'- r‘ IIHMH

8 HPM ~o p

9 6 &uw Lw o

Scanned by TapScanner



5 NAMA | —
- S— JABATAN e
: | _ B 5 __TANDA TANGAN
24 | __-_-__H_-_H_-‘__-_H_—_H____'_ —
| . — ==
15 S —— = |
: - s — - . _— __i

Scanned by TapScanner




